
 

 

PROVINSI BANTEN 

WALI KOTA TANGERANG 

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG 

NOMOR 91 TAHUN 2023 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

WALI KOTA TANGERANG 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan 

Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023. 

   

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 Pasal 18 ayat (6); 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang 

Pembentukan Kotamadya Tangerang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3518); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003  



Nomor 47, Tambahan     Lembaran     Negara   Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2004  tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6841); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109  Tahun  2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan     Keuangan     Badan      Layanan       Umum  

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Petubahan   Peraturan   Pemerintah  Nomor  23 Tahun 2005  



tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Perubahan  Kedua  atas  Peraturan Pemerintah  Nomor 5 

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 

Politik; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6323); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja   Daerah   sebagaimana 

 



telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang  

Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah   dan   

Rancangan   Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1067); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, 

Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan 

Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  84 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 972); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 

tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218); 

24. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Tangerang Tahun 2020 Nomor 9); 

24. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor  ……   Tahun 

2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023. 

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. 

 

Pasal 1 

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Tangerang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Walikota adalah Wali Kota Tangerang. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas 

daerah. 

 



6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas 

daerah. 

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode 

tahun anggaran berkenaan. 

8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah 

Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan 

bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

9. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara 

pendapatan daerah dan belanja daerah. 

10. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara 

pendapatan daerah dan belanja daerah. 

11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 

kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun 

pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut 

SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan 

pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. 

13. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk 

mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana 

Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun 

anggaran. 

14. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah 

dana dan/atau barang milik daerah oleh Pemerintah 

Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian 

surat berharga dan investasi langsung, yang mampu 

mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat 

ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka 

waktu tertentu. 

15. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar 

pemerintah daerah dan/ atau kewajiban pemerintah 

daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan 

peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau 

berdasarkan sebab lainnya yang sah. 

16. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD 

adalah   pendapatan  yang diperoleh daerah yang dipungut  

 



berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan. 

17. Pendapatan Transfer adalah Pendapatan berupa 

penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh 

entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang 

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. 

18. Belanja Tidak Terduga adalah belanja daerah yang 

digunakan untuk keperluan penanganan bencana alam, 

bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang 

sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan 

kewenangan Pemerintah Daerah. 

19. Belanja Pegawai pada Belanja Operasi adalah  belanja yang 

dianggarkan untuk pengeluaran honorarium dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan yang dibayarkan 

kepada PNS Tenaga Pendidikan dan Pejabat Negara yang 

bekerja di lingkungan  Pemerintah Kota Tangerang. 

 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 

2023 semula sebesar Rp5.101.407.422.199,00 berkurang 

sebesar Rp40.531.641.121,00 sehingga menjadi 

Rp5.060.875.781.078,00, dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan daerah 

a. Semula 

b. Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah pendapatan daerah 

setelah perubahan 

 

Rp4.560.974.298.091 

Rp     (2.704.865.496) 

Rp4.558.269.432.595 

2. Belanja daerah 

a. Semula 

b. Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah belanja daerah setelah 

perubahan 

 

 

 

 

 

 

Rp5.101.407.422.199 

Rp   (40.531.641.121) 

Rp5.060.875.781.078 



3. Pembiayaan daerah 

a. Penerimaan pembiayaan 

1) Semula 

2) Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah penerimaan 

pembiayaan setelah 

perubahan 

 

 

Rp540.433.124.108 

Rp(37.826.775.625) 

Rp502.606.348.483 

 

 

Jumlah pembiayaan neto setelah 

perubahan                               

Sisa lebih pembiayaan anggaran 

setelah perubahan                                                           

Rp502.606.348.483 

 

Rp                   0,00 

 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Wali Kota ini terdiri dari: 

 

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan 

APBD Yang Diklasifikasi Menurut 

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

2. Lampiran II   Penjabaran Perubahan APBD Menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 

Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan 

Pembiayaan; 

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, 

dan Besaran Hibah; 

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, 

dan Besaran Bantuan Sosial; 

5. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut 

Urusan          Pemerintahan         Daerah,  

 



Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan,    Kelompok,     Jenis,      Objek,  

Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan; 

6. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak 

Bumi dan Pertambangan Gas 

Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas 

Bumi Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 

Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 

Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan; 

7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastuktur 

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 

Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan; 

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah 

Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah 

Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan 

Daerah tentang APBD danRancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran APBD dengan Program 

Prioritas Perbatasan Negara. 
 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

 

Pasal 5 

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan 

dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen 

pelaksanaan   anggaran   satuan   kerja  perangkat daerah sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan. 

 



Pasal 6 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Tangerang. 

 

Ditetapkan di Tangerang 

pada tanggal 13 Oktober 2023 

        WALI KOTA TANGERANG, 

 

 

 

          ARIEF R. WISMANSYAH 

 

Diundangkan di Tangerang 

pada tanggal 13 Oktober 2023 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG, 

 

 

 

                   HERMAN SUWARMAN 

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 91 


